
 

HALAMAN INI AKAN DI ISI COVER BUKU 

  



 

 

 

 

 

 

 

Penulis : 

Dr. Endang Tirtana, S.H., M.H. 

 

 

Editor: 

M. Aris Munandar, S.H., M.H. 

PENERBIT KBM INDONESIA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PENERBIT KBM INDONESIA 
Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-

buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing 
proses penerbitan buku. 



 

Pidana Pelayanan Masyarakat  
(Suatu Kajian Pembaruan Hukum Pidana Anak) 

Copyright @2025 by Dr. Endang Tirtana, S.H., M.H 
All rights reserved 
ISBN | 978-634-202-229-0 
15 x 23 cm, viii + 250 halaman 
Cetakan ke-1, Maret 2025 
 
Penulis | Dr. Endang Tirtana, S.H., M.H. 
Desain Sampul | Aswan Kreatif 
Tata Letak | Eka Alivia 
Editor Naskah | M. Aris Munandar, S.H., M.H. 
 
Diterbitkan Oleh: 
PENERBIT KBM INDONESIA 
Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) 
NO. IKAPI 279/JTI/2021 
Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor) 
081357517526 (Tlpn/WA) 
Website | penerbitkbm.com | www.penerbitbukumurah.com 
Email | naskah@penerbitkbm.com | toko.penerbitbukujogja.com 
Youtube | Penerbit KBM Sastrabook 
Instagram | @penerbit.kbm | @penerbitbukujogja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isi Buku Diluar Tanggungjawab Penerbit 
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di  

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang. 
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak 

sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena berisiko 
sengketa hukum  



 

 

 

 

 

 

 

 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, 
huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah  



 

Pidana Pelayanan Masyarakat : Suatu Kajian Pembaruan Hukum Pidana Anak | i 

 

uji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

buku ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Buku yang 

berada di hadapan pembaca ini merupakan hasil kerja sama 

antara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan penulis 

sebagai Alumni Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin, yang memiliki dedikasi tinggi dalam 

mengembangkan ilmu hukum dan penegakan hukum di 

Indonesia. 

Kerja sama ini dilandasi oleh visi dan misi Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin untuk menjadi pusat pengembangan 

ilmu hukum yang unggul dan berperan aktif dalam mendukung 

pembaruan hukum di Indonesia. Buku ini tidak hanya 

menyajikan teori-teori penting dalam bidang hukum, tetapi juga 

menggali praktik-praktik yang relevan serta kajian-kajian yang 

terkini. Diharapkan, kehadiran buku ini dapat menjadi sumber 

inspirasi dan rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, 

akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas dalam 

memahami peran dan tugas kejaksaan di negeri ini. 

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada penulis yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk berbagi 

pengetahuan melalui buku ini. Semoga kerja sama antara 

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan penulis ini dapat 

terus berlanjut dan semakin banyak karya-karya akademik 

berkualitas yang dapat kita hasilkan bersama di masa 

mendatang. 
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ii | Dr. Endang Tirtana, S.H., M.H. 

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat dan 

wawasan yang luas kepada para pembacanya, serta ikut 

berperan dalam pembangunan hukum yang lebih baik di 

Indonesia. 

Makassar, 18 November 2024 

 

 

 

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. 
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engan penuh rasa bangga dan apresiasi, saya 

menyambut baik kehadiran buku ini yang membahas 

tentang  aspek penting dalam pembaruan hukum 

pidana anak di Indonesia. Kajian yang mendalam mengenai 

sistem pemidanaan dan alternatif sanksi yang lebih berorientasi 

pada keadilan restoratif merupakan langkah maju dalam upaya 

mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan 

berkeadilan. Dalam konteks hukum pidana anak, pendekatan 

yang lebih adaptif dan berorientasi pada pemulihan menjadi 

kebutuhan yang mendesak guna memastikan bahwa 

kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama. 

Buku ini memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi 

dunia akademik dan praktik hukum, khususnya bagi para 

penegak hukum, akademisi, serta pemerhati perlindungan anak. 

Kajian terhadap perkembangan sanksi pidana, teori 

individualisasi pidana, hingga implementasi pidana pelayanan 

masyarakat di berbagai negara, menjadi referensi yang kaya 

dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih 

progresif. Keberadaan buku ini diharapkan dapat menjadi 

landasan pemikiran bagi para pemangku kebijakan dalam 

merancang regulasi yang tidak hanya represif tetapi juga 

konstruktif bagi masa depan anak-anak yang berhadapan 

dengan hukum. 

Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada Penulis atas 

dedikasi dan kerja keras dalam menyusun buku yang sangat 

D 
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bermanfaat ini. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi 

dan wawasan baru dalam pengembangan sistem pemidanaan di 

Indonesia, khususnya dalam upaya pembaruan hukum pidana 

anak yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.   

 

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 

 

 

Prof (HCUA) Dr. Mia Amiati, SH., MH., CMA., CSSL. 
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emidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukum merupakan isu yang kompleks dan 

membutuhkan pendekatan yang lebih humanis serta 

sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Dalam sistem hukum 

pidana di Indonesia, terdapat berbagai tantangan dalam 

memastikan bahwa proses pemidanaan tidak hanya bersifat 

represif, tetapi juga berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi 

sosial bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran dan 

konsep hukum yang lebih progresif dalam menangani perkara 

pidana anak agar tidak merusak masa depan mereka, melainkan 

membantu mereka kembali ke masyarakat dengan lebih baik. 

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengkaji berbagai 

teori dan perkembangan dalam pemidanaan serta pembaruan 

hukum pidana anak di Indonesia. Dengan merangkum berbagai 

konsep pemidanaan, individualisasi pidana, serta pentingnya 

ide pidana pelayanan masyarakat sebagai alternatif hukuman, 

buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi 

akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam 

merancang sistem pemidanaan yang lebih adil dan berorientasi 

pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, kajian mengenai 

implementasi pidana pelayanan masyarakat di beberapa negara 

juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun 

kebijakan hukum pidana anak di Indonesia. 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para 

pembaca dan menjadi kontribusi dalam pengembangan 

kebijakan hukum pidana yang lebih progresif dan humanis. 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam 

pembahasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat 

diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir 

kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

P 
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yang telah memberikan dukungan dan inspirasi dalam 

penyusunan buku ini. 

 

Penulis 

 

Dr. Endang Tirtana, S.H., M.H. 
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